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TENTANG
PENETAPAN PANDUAN AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO

DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang . a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
kinerja di RSUD Dr. Haryoto perlu disusun Panduan
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan RSUD Dr. Haryoto;
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada butir a, maka
pemberlakuan panduan tersebut ditetapkan dengan
Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Haryoto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerabh.

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13
Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten
Lumajang

5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2014
tentang Pedoman Penjabaran Tugas dan Fungsi
Organisasi RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Keputusan Direktur RSUD Dr. Haryoto tentang Penetapan
Panduan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan RSUD Dr.
Haryoto

Panduan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan RSUD Dr.
Haryoto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dalam
penetapannya maka akan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Tanggal : 03 Mei 2019

Direktur RSUD dr. Haryoto
Kabupaten Lumajang

dr. Indrayudi ‘Kr na Wardhana
Pembina Utama Muda
NIP. 19601228 198802 1 002
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1.1

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik, tidak lepas dari aspek-aspek transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas. Akuntabilitas  merupakan  wujud
pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan

yang telah diamanahkan kepada masing-masing entitas organisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 33
ayat (1) menyebutkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang
efektif, efisien dan akuntabel. Pasal 36 menyebutkan setiap rumah sakit harus
menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Tata
kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen
rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas,

independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instasi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban
dan penigkatan instasi pemerintah.

Peraturan Presiden tersebut dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
ke dalam Peraturan Bupati sebagai berikut:

a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Perjanjian Kinerja
b. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Kinerja

Sebagai salah satu bagian penyelenggara pemerintahan di Kabupaten
Lumajang, RSUD Dr. Haryoto wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah
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1.2.

1.3.

1.4.

disebutkan di atas, khususnya bagi Pejabat Administrator (Eselon 1ll), Pejabat

Pengawas (Eselon 1V), dan Pejabat Pelaksana (Staf)

Maksud dan Tujuan

Panduan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan RSUD Dr. Haryoto ini
dimaksudkan agar terdapat standarisasi dalam penetapan indikator kinerja
individu, perjanjian kinerja, rencana aksi, dan pelaporan kinerja bagi setiap
entitas organisasi di lingkungan RSUD dr. Haryoto yang meliputi Pejabat
Administrator (Eselon IllI), Pejabat Pengawas (Eselon [V), dan Pejabat

Pelaksana (Staf) sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan Panduan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan RSUD
Dr. Haryoto meliputi:

a. Indikator Kinerja

b. Perjanjian Kinerja

c. Rencana Aksi

d. Pelaporan Kinerja

e

. Penyampaian Dokumen Akuntabilitas Kinerja

Pengertian

a. Indikator Kinerja Individu
Indikator kinerja individu adalah deskripsi kuantitatif dan atau kualitatif
terhadap capaian kinerja masing-masing individu yang digunakan sebagai
salah satu alat untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang
dicapai selama jangka waktu tertentu

b. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan unit kerja yang lebih tinggi (pemberi amanah) kepada pimpinan
unit kerja yang lebih rendah (penerima amanah) untuk melaksanakan
program dan/atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

c. Rencana Aksi
Pedoman pelaksanaan teknis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

periode satu tahun.
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d. Pelaporan Kinerja
Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

e. Pejabat Administrator
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administrasi pada
Instansi Pemerintah, yaitu jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan (Eselon I11)

f. Pejabat Pengawas
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pengawas pada
Instansi Pemerintah, yaitu jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, sekaligus
bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan (Eselon IV).

g. Pejabat Pelaksana
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pelaksana pada
Instansi Pemerintah, yaitu pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung
jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan (staf).
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

Siklus akuntabilitas kinerja dimulai dengan menetapkan indikator kinerja, perjanjian

kinerja, penyusunan rencana aksi, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana aksi

tersebut secara berkala.

2.1.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan komponen penting dalam penerapan sistem
akuntabilitas kinerja, hal itu terlihat dari banyaknya kegunaan yang ada yaitu
untuk penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan laporan
kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan.

Sebelum menetapkan indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Indikator kinerja yang
baik dan cukup, setidaknya memenuhi kriteria SMART yang terdiri dari:

a. Specific (Spesifik)

Indikator kinerja harus cukup jelas dan terfokus sehingga tidak

menimbulkan interprestasi yang berbeda.

. Measurable (Dapat Diukur)

Indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan dapat dibandingkan dengan data
yang lain secara obyektif. Indikator yang baik sebaiknya juga dimungkinkan

untuk dianalisis secara statistik.

. Attainable (Dapat Dicapai)

Indikator yang ditetapkan akan berguna apabila data mengenai target dan
realisasinya dapat diperoleh. Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat

mempertimbangkan data agar dapat digunakan sebagai indikator kinerja.

. Relevan (Sesuai)

Indikator kinerja yang ditetapkan harus berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi yang bersangkutan

. Timely (Ketepatan Waktu)

Indikator kinerja harus mempertimbangkan pelaksanaannya di dalam suatu

kerangka waktu yang ditetapkan.
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Indikator terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai

(berapa) dan satuan memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Angka yang

digunakan sebagai indikator kinerja menghasilkan beberapa tipe indikator

kinerja. Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:

a. Kualitatif
Indikator dalam tipe ini menggantikan angka dengan menggunakan bentuk
kualitatif, nilai yang diberikan berupa suatu kelompok derajat kualitatif yang
berurutan dalam suatu rentang skala. Penggunaan nilai A, B, C, D, E (atau
F) merupakan contoh penggunaan indikator kualitatif. Skala yang
digunakan dapat terdiri dari dua atau lebih. Semakin banyak skala yang
digunakan, semakin gradasi dari nilai-nilai yang diberikan.

b. Kuantitas Absolut
Indikator dalam tipe ini menggunakan angka absolut. Angka absolut adalah
angka bilangan positif, negatif atau nol, termasuk dalam bentuk pecahan
desimal.

c. Persentase
Indikator dalam tipe ini menggunakan perbandingan/proporsi angka
absolut dari sesuatu yang akan diukur dengan total populasinya.
Persentase umumnya berupa angka positif termasuk dalam bentuk
pecahan desimal.

d. Rasio
Indikator dalam tipe ini menggunakan perbandingan angka absolut dari
sesuatu yang akan diukur dengan angka absolut lainnya yang terkait.

e. Rata-rata
Angka dalam bentuk rata-rata biasanya merupakan angka ratarata dari
sejumlah kejadian atau populasi. Angka rata-rata ini berarti membagi total
angka untuk sejumlah kejadian atau - 30 - suatu populasi kemudian dibagi
dengan jumlah kejadiannya atau jumlah populasinya.

f. Indeks
Angka dalam bentuk indeks biasanya merupakan gabungan angka-angka
indikator lainnya yang dihimpun melalui formula maupun pembobotan pada

masing-masing variabelnya.
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2.2.

Beberapa hal perlu diperhatikan dalam penetapan indikator kinerja, antara lain:

a.

Indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi
unit organisasi bersangkutan;

Dalam penyusunan indikator kinerja perlu diperhatikan sumber data yang
akan digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja tersebut.
Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi
data primer dan data skunder.

Indikator kinerja yang dirumuskan harus dapat dievaluasi berdasarkan

periode waktu tertentu.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah janji kinerja yang berisi komitmen dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas,

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian ini berisi

target-target kinerja yang akan dicapai oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan

kemampuannya selama satu tahun dan akan menjadi dasar untuk menilai

keberhasilan atau kegagalan unit kerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja bertujuan:

a.

sebagai sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan
kinerja aparatur;

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi
dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,;

sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

a.

Pernyataan perjanjian kinerja
Bagian ini terdiri atas pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada
suatu tahun tertentu beserta tanda tangan pihak yang berjanji atau para

pihak yang bersepakat.
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b. Lampiran perjanjian kinerja
Bagian ini berisi uraian indikator dan target kinerja beserta tanda tangan

pihak yang berjanji atau para pihak yang bersepakat.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dibuat secara berjenjang. Setiap Pejabat
Admnistrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana menyusun Perjanjian
Kinerja yang disepakati dan ditandatangani bersama dengan atasan sesuai
susunan organisasi dan tata kerja pada RSUD Dr. Haryoto Kabupaten

Lumajang.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja dilakukan antara pihak pertama (pihak

yang berjanji) dan pihak kedua (atasan pihak pertama) sebagai berikut:

a. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator

No Pihak Pertama Pihak Kedua

1 Wadir Medis dan Keperawatan Direktur

2 Wadir Umum dan Keuangan Direktur

3 Kepala Bidang Medis Wadir Medis dan Keperawatan
4 Kepala Bidang Keperawatan Wadir Medis dan Keperawatan
S Kepala Bagian Umum Wadir Umum dan Keuangan

6 Kepala Bagian Keuangan Wadir Umum dan Keuangan

7 Kepala Bagian Perencanaan & Wadir Umum dan Keuangan

Pengembangan (Renbang)

b. Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas

No Pihak Pertama Pihak Kedua
1 KAZ%?SIa Sub Bidang Pelayanan Kepala Bidang Medis
2 gzgﬁlr?}asngb Bidang Pelayanan Kepala Bidang Medis

3 Kepala Sub Bidang Rekam Medis | Kepala Bidang Medis

4 Kepala Sub Bidang Pelayanan

Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan
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No Pihak Pertama Pihak Kedua
5 | Kepala Sub Bidang Mutu Kepala Bidang Keperawatan
Pelayanan Keperawatan
6 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Umum
7 | Kepala Sub Bagian Rumah .
Tangga Kepala Bagian Umum
8 Kepala Sub Bagian Kepagawaian | Kepala Bagian Umum
9 Kepala Sub Bagian Anggaran & .
Perbendaharaan Kepala Bagian Keuangan
10 | Kepala Sub Bagian Akuntansi & .
Verifikasi Kepala Bagian Keuangan
11 | Kepala Sub Bagian Pengelolaan .
Pendapatan Kepala Bagian Keuangan
12 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Kepala Bagian Perencanaan &
& Evaluasi Pengembangan
13 | Kepala Sub Bagian Pengolah Kepala Bagian Perencanaan &
Data Elektronik (PDE) Pengembangan
14 | Kepala Sub Bagian Diklat & Kepala Bagian Perencanaan &
Pengembangan SDM Pengembangan
c. Perjanjian Kinerja Pejabat Pelaksana
No Pihak Pertama Pihak Kedua
1 Staf Sub Bidang Pelayanan Medis Qig?sla Sub Bidang Pelayanan
2 Staf Sub Bidang Pelayanan Kepala Sub Bidang Pelayanan
Penunjang Penunjang
3 Staf Sub Bidang Rekam Medis Kepala Sub Bidang Rekam Medis
4 Staf Sub Bidang Pelayanan Kepala Sub Bidang Pelayanan
Keperawatan Keperawatan
5 Staf Sub Bidang Mutu Pelayanan | Kepala Sub Bidang Mutu
Keperawatan Pelayanan Keperawatan
6 Staf Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7 Staf Sub Bagian Rumah Tangga _IK_epaIa Sub Bagian Rumah
angga
8 Staf Sub Bagian Kepagawaian Kepala Sub Bagian Kepagawaian
9 Staf Sub Bagian Anggaran & Kepala Sub Bagian Anggaran &
Perbendaharaan Perbendaharaan
10 | Staf Sub Bagian Akuntansi & Kepala Sub Bagian Akuntansi &
Verifikasi Verifikasi
11 | Staf Sub Bagian Pengelolaan Kepala Sub Bagian Pengelolaan
Pendapatan Pendapatan
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2.3.

2.4.

No Pihak Pertama Pihak Kedua

12 | Staf Sub Bagian Perencanaan & Kepala Sub Bagian Perencanaan
Evaluasi & Evaluasi

13 | Staf Sub Bagian Pengolah Data Kepala Sub Bagian Pengolah
Elektronik (PDE) Data Elektronik (PDE)

14 | Staf Sub Bagian Diklat & Kepala Sub Bagian Diklat &
Pengembangan SDM Pengembangan SDM

Dalam hal Pejabat Administrator / Pejabat Pengawas masih belum dijabat oleh
pejabat definitif, maka kesepakatan dan penandatanganan lembar / dokumen
Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Pejabat / Staf yang ditugaskan untuk
melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas Pejabat
Admnistrator / Pejabat Pengawas. Perjanjian kinerja dapat direvisi dan / atau
disesuaikan dalam hal terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan perangkat sederhana yang menjadi penghubung
antara target yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dengan kegiatan
teknis yang akan dilaksanakan. Rencana aksi menguraikan tindakan-tindakan
yang akan dilaksanakan dengan jadwal yang jelas dan realistis dan menjadi

acuan dalam menjalankan aktivitas.

Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja menginformasikan capaian kinerja yang telah dihasilkan unit
unit kerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen
perjanjian kinerja. Tujuan dari disusunnya laporan kinerja adalah untuk
mewujudkan akuntabilitas unit organisasi kepada pihak-pihak yang

memberikan mandat.

Beberapa manfaat disusunnya laporan kinerja antara lain:

a. Meningkatkan akuntabilitas unit kerja / aparatur;

b. Memperbaiki perencanaan kinerja, baik perencanaan kegiatan maupun
sumber daya manusia;

c. Mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan unit kerja / aparatur
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2.5.

d. Mendorong unit kerja / aparatur untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi
secara baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

Penyusunan Laporan Kinerja harus mengikuti beberapa prinsip dalam
penulisan laporan yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan
transparan, disamping itu perlu diperhatikan:

a. Lingkup pertanggungjawaban, hal-hal yang dilaporkan harus proporsional
sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing
dan memuat kegagalan maupun keberhasilan;

b. Prioritas, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi
pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan
untuk upaya-upaya tindak lanjut. Misalnya hal-hal yang menonjol baik
keberhasilan atau kegagalan, perbedaaan atau penyimpangan antara
realisasi dan target;

c. Manfaat, laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan kinerja;

d. Penjenjangan, laporan kinerja disusun oleh pihak-pihak yang
bertanggungjawab terhadap kinerja unit organisasiyang bersangkutan
secara berjenjang mulai dari unit terkecil yang wajib menyusun laporan
sampai kepada instansi tertinggi diatasnya;

e. Konsisten dengan tujuan penyusunan laporan akuntabilitas Kkinerja,
terutama untuk menyediakan informasi kinerja. Adanya konsistensi
terhadap kinerja yang dilaporkan dalam laporan kinerja dengan kinerja yang

diperjanjikan dalam penetapan kinerja Unit Kerja.

Selain memenuhi prinsip-prinsip tersebut, laporan kinerja disampaikan tepat
waktu, relevan dengan perjanjian kinerja, informasi yang disajikan dapat
dipertanggungjawabkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik,

evaluasi dan analisis yang memadai, dan didukung data yang memadai.

Penyampaian Dokumen Akuntabilitas Kinerja
Lembar / dokumen akuntabilitas kinerja yang telah ditandatangni disampaikan
kepada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagai bahan acuan untuk

mengukur kinerja dan pelaporan kepada Dinas Kesehatan secara berkala
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a. Indikator kinerja, perjanjian kinerja, rencana aksi disampaikan pada awal
tahun pelaksanaan kegiatan atau setiap dilakukan perubahan

b. Laporan kinerja interim disampaikan secara berkala setiap triwulan, paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya

c. Laporan kinerja tahunan disampaikan paling lambat 15 hari setelah

berakhirnya tahun anggaran.
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BAB Il
PENUTUP

Panduan ini disusun dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja di
lingkungan RSUD Dr. Haryoto. Diharapkan dengan adanya Panduan Akuntabilitas
Kinerja ini, penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan di RSUD Dr. Haryoto dapat
berhasil baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
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Lampiran 1. Indikator Kinerja Individu

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : ... (contoh : Kepala Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi)

2. Tugas . ... (sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014)
(contoh : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan, dan pelayanan administrasi dan teknis di bagian
perencaaan dan evaluasi)

3. Fungsi . ... (sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014)
(contoh : a. pengkoordinasian usulan rencana kegiatan
b. pelaksanaan monev terhadap organisasi RS
c. pengelola sistem dan prosedur pengolah data

Ao e i, dst...... )
Sasaran Ino_hka'gor Penjelasarj / Formulasi Sumber Data
Kinerja Perhitungan
Jumlah dokumen
Persentase o
perencanaan yang terealisasi
: dokumen . Dokumen
(meningkatnya / jumlah dokumen perencanan
: perencanaan . perencanaan
kualitas tugas) ana teroenuhi yang seharusnya tersedia x
yang terp 100%
Meningkatnya
kualitas
pelayanan Persentase Jumlah dokumen monitoring &
administrasi dan dokumen evaluasi yang terealisasi / Dokumen
teknis di bagian monitoring & jumlah dokumen monitoring & Laporan
perencanaan evaluasi yang evaluasi yang seharusnya P
dan evaluasi terpenuhi tersedia x 100%

Panduan Akuntabilitas Kinerja

13




Lampiran 2. Format Perjanjian Kinerja
a. Bagian 1 : Pernyataan Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, ..........cceeeeee.

(Jabatan Pihak Kedua), (Jabatan Pihak Pertama),
(Nama) (Nama)
NIP. .... NIP. ....
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b. Bagian 2 : Lampiran Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

No Sasaran Indikator Kinerja Target
Persentase dokumen 0
Meningkatnya kualitas perencanaan yang 100%
pelayanan administrasi dan | terpenuhi
teknis di bagian Persentase dokumen
perencanaan dan evaluasi | monitoring & evaluasi 100%
yang terpenuhi
Lumajang, ........cccovvennnnne
(Jabatan Pihak Kedua), (Jabatan Pihak Pertama),
(Nama) (Nama)
NIP. .... NIP. ....
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Lampiran 3. Rencana Aksi

RENCANA AKSI ATAS KINERJA
RSUD Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN .....
Jabatan : (Contoh) Kepala Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi
Pentahapan
. L Target Pentahapan Target . Rencaa AKsi
Sasaran Indikator Kinerja Tahunan Rencana Aksi TW I TW I TW [ TW
TWI | TWIL | TWII | TW IV | I Y
Pengumpulan Usulan Kebutuhan &
Pengembangan melalui Bidang / Bagian / %
Persentase Komite
Meningkatnya dokumen Rekapitulasi Usulan v
kualitas 100% 50% 75% | 100% | Pembahasan Prioritas Usulan dg Bidang /
perencanaan yang . . %
pelayanan terpenuhi Bagian / Komite
administrasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan teknis di (Rencana Kerja Tahunan, Rencana %
bagian Umum Pengadaan)
perencanaan Persentase Pengumpulan data v v v v
dan evaluasi dokumen monitoring Rekapitulasi & pengolahan data v v v v
0, 0, 0, 0, 0,
& evaluasi yang 100% 50% | 62,5% | 87,5% | 100% Eigyusunan laporan tahunan (Laptah, v
terpenuhi J —
Penyusunan Laporan interim \ \

Keterangan contoh:

- Dokumen perencanaan yang seharusnya tersedia adalah 4 dokumen: dokumen usulan, rekapitulasi usulan, hasil pembahasan, dan

dokumen perencanaan. Di triwulan |l ditargetkan terpenuhi dokumen usulan dan rekapitulasi (2 dari 4 dokumen = 50%), dst

- Dokumen monitoring dan evaluasi yang seharusnya tersedia adalah 8 dokumen : rekapitulasi data setiap triwulan (4 dokumen),
laporan tahunan dinas kesehatan, laporan kinerja tahunan, laporan interim per semester ( 2 dokumen). Di triwulan | ditargetkan
terselesaikan rekapitulasi data triwulan sebelumnya, laporan tahunan, laporan kinerja, dan laporan interim (4 dari 8 dokumen = 50%)
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Lampiran 4. Pelaporan Kinerja

LAPORAN KINERJA TRIWULAN ..... TAHUN 2019
KEPALA SUB BAGIAN ......cccociiiiiiiiieincae,
RSUD Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG

BAB | PENDAHULUAN
(mengungkapkan dasar hukum pembentukan sub bagian / sub bidang / seksi / bidang
/ sekretariat / bagian. Sekaligus mengungkapkan tugas dan fungsinya sebagaimana
dasar hukum pembentukannya)

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
(mengungkapkan hal yang diperjanjikan sebagaimana dokumen perjanjian kinerja
yang telah ditandatangani)

2.2. Capaian Kinerja
(mengungkapkan capaian kinerja secara per tabel), yakni

Indikator . Capaian
Sasaran Kinerja Target Realisasi (%) Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6

Sesuai Sesuai (target (realisasi Realisasi/
perjanjian perjanjian triwulan triwulan) targert x

kinerja kinerja sesuai 100%

rencana
aksi)

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
(mengungkapkan uraian capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja,
sekaligus hambatan (jika capaian kinerja tidak mencapai 100%) atau langkah-langkah
keberhasilan yang dilakukan (jika capaian kinerja mencapai 100% atau lebih)

2.4. Rencana Tindak Lanjut
(mengungkapkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan
pencapaian kinerja (jika capaian kinerja tidak mencapai 100%) atau langkah-langkah
yang akan dilakukan dalam mempertahankan atau meningkatkan pencapaian kinerja
(jika capaian kinerja telah mencapai 100% atau lebih)

2.5. Tanggapan Atasan Langsung
Memuat tanggapan (disposisi) atasan langsung atas laporan kinerja yang telah
disusun.
RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG
O Laporan kurang baik

O Laporan sudah baik
O Laporan diperbaiki
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0 Target dan realisasi diteliti ulang
O Capaian diteliti ulang
O Lain-lain

BAB Ill PENUTUP

(mengungkapkan kesimpulan perihal pelaksanaan program / kegiatan sebagaimana
perjanjian kinerja, termasuk pengungkapan keberhasilan dan / atau ketidakberhasilan
sebagaimana target kinerja disertai dengan penjelasan mengenai hal-hal apa saja

yang mendukung keberhasilan dan / atau menghambat pencapaian kinerja).

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui Lumajang, .........
Atasan Langsung
Kepala ...... (Nama Jabatan)
Nama Lengkap Nama Lengkap
Pangkat Pangkat
NIP. ..... NIP. ....
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